
BUPATI SAROLANGUT{
PERATURAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR a4 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
BELANJA BANTUAN SOSIAL

BIJPATI SAROLANGUN,

Menimbang : a" bahr,va untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 a,v-at (3) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tabun 2047 rcntang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor tr3 Tahun
2A06 kntang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu dibuat Tata Cara
Pemberian dan Pertang gungj awaban B el anj a R ant uan S o sial ;

b. bahrva berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf'a, perlu
menetapkan Peratulan Bupati Saroiangun;

Mengingat Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182,
Tambahan Leurbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Llndang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Lindang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tairjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomcr 81,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

I.{egara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomar 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-l-Indang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lenrbaran Negara
Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-tlndang Nomor 10 Tahun 2A04 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nornor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungiawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-undang Nornor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan l-lndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik IndonesiaNomor 4844);

: 1.

J.

4.

7.



MEMUTUSKAN:

PER-{TURAN BUPATI SAROLANGUN TENTANG TA'TA CARA PEMBERIAN

D.AN PtrRTANGGUNGJAWABAN BELANJA tsANTUAN SOSIAI,

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati da11 perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintah daerah.

a

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nom or lk6.Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

a438);

g, peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang stul-dl.,Akuntansi

pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49'

TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor4503);

10. peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang P:Tb"$t* Urusail

Pemerintahan Antara Pernerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupatery'Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200'7

Nomor82,I-ambahanNegaraRepubliklndonesiaNomoraT34);

1 1. Peraturan f)aerah Kabupaten Sarolangun Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pokok

Fokok Pengelolaan Keuangan Daerah' Kabupaten Sarolangun {I-ernbaran Daelah

KabupatenSarolangunTahun2005Nomor2SeriENomorl):

12. Peraiuran I)aerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan

Organisasi dan Tata fei;a Dinas paei1, Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah

Kabupaten Sarolangun tah.rn 2008 Nomor 03; sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Klbupaten Sarolangun Nomor 07 lahun 2009 tentang Perui'rahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarc,langun Nomor 03 Tahun 2008 tentang

Susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Daelah Kabupaten sarolangun

(Lernbaran Daerah Kabupaten sarolangun 
-fahun 2009 Nomor 07);

13. peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran

Pendapatan dan Betanja IJaerah KaLupaten Sarolangr:n Tahun 2011 (Lembaralt

Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 Nomor 01);

Menetapkan

2.

J.

4.

Kepala Dearah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Sarolangun'

I)aerah adalah Kabupaten Sarolangun.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan rnasyarakat setempat

berdasarkin asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihorrnati dalan-r

sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah

rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama

oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SK?D adalah perangkat

daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang'

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya SKPKD adalah

perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna

barang yang juga melaksanakan pengeiolaan keuangan daerah"

5.

6.

7.
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L Pejabat Pengelola Keuangan Dearah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah

kepala satuan kerja peng"l,olu k*,rungan daerah yang selanjutnya mErnpunyai tugas

melaksanak*r, p.t g*tolaan APIID Oan tertindak sebagai bendahara umtxll daerah'

g. Benclahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adaiah PPKD yang

bertindak clalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah-

10. Pengguna Anggaran adaiah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran

untuk meiaksanakan tugas pokok dan {ungsi SKPD yang dipimpimya.

11. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang milik

daelah.

12. Kuasa Bendahara l.lmum Daerah yang selanjutn,va disingkat kuasa BUD adalah

pe,iabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas bondahara rmurn

daerah.

i3. Kuasa Pengguna Anggaran adaiah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan

sebagian kewenangan pengguna uttgga.u, dalarn melaksanakan sebagian tugas dan

tungsi SKPD.

14. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingrai PFK-SKFD

aOatatr pejabat yang rnelaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD'

i5. Bendahara Pengeluaran adatah pejabat t'ungsional yang ditunjuh menerima'

menyimpan, *.*buyurkan, menatausahakan rian mernpertanngungiawabkan uang

untLlk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD'

16. tlnit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program"

tr7. Progtam adalab penjabaran kebijakan SKPD <lalam bentuk upaya yang berisi satu

atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan -uiituk

mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKIID.

lS.Kegiatan aclalah tragian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit

keda pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu

program dan terdiri dari sekurnpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang

L"*pu personal (sumber daya manusia), barang modal terrnasuk peralatan dan

teknologi, dana, atau kornbinasi dari beberapa atau kesemua jenis sunrber daya

tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam

bentuk barang/jasa.

19. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran

yang diharapkan dari suatu kegiatan.

20. Keluaran (output) adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang

dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tdt* program

dankebijakan.

21. Hasil (outcomd adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran

dari kegiatan-kegiatan dalam satu program"

22. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
Bupati untuk m€nampullg seluruh penerimaan daerah <ian digiiiiakan untuk
membayar seluruh pengeluaran daer:ah.

23. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekeuing tempat pen-vimpanan uang daera-h

yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan

digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang
ditetapkan.

24. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih.

25. Surat Penyediaan Dana yang selanjutn5ra disingkat SPD adalah dokttmen yang
menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai daea.

penerbitan SPP.
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26. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen

yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungiawab atas pelaksanaam

kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran'

27. Surat Perintah Membayar selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yalg
digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk

penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

28. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah

dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran&uasa pengguna anggalan

untuk penerbitan SP2D atas beban pengeiuaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

29. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen

yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BIII)
berdasarkan SPM.

Pasal2

(1) Bantuan Sosial adalah salah satu bentuk instrument bantuan daiam bentuk uang

danl ataubarang yang diberikan kepada kelompokl anggota rnasyarakat.

(2) Bantuan Sosial dapat diberikan dalam bentuk uang danl atau barang sebagai

berikut :

a. Bantuan Sosial dalam bentuk uang dianggarkan oleh PPKD dalam kelompok

belanja tidak langsung dan disalurkan melalui transfbr dana kepada penerima

bantuan.

b. Bantuan Sosial dalam bentuk barang dianggarkarr dalam bentuk program dan

kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung, Proses pengadaan

barang tersebut dilakukan oleh SKPD sesuai dengan peraturan perundang

undangan dan selanjutnya hasilnya diserahkan kepada penerima bantuan

nielalui penyerahan asset oleh pemerintah daerah"

Pasal 3

Pemberian Bantuan Sosial dalam bentuk uang (dana transfer) dipertanggungjawab kan
oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda terima uang berikut peruntukan

penggunaannya. Sedangkan pemberian bantuan sosial dalam bentuk barang,

pengadaannya dipertanggungjawabkan oleh SKPD sesuai dengan peraturan

perundang-undangan dalam penyerahannya kepada penerima bantuan dibuktikan
dalam bentuk berita acara serah terima barang.

Pasal4

Penerima Bantuan Sosial adalah :

a. Kelompok Masyarakat

b. Pimpinan Lembaga Pendidikanl Keagamaan

c. Komite Sekolaiv Komite pendidikan

d. Pimpinan Yayasan dan LSM

e. Perseorangan

-4-
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Pasal5
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Kriteria Bantuan Sosial :

a. Kemendesakan dan penyelesaian masalah yang dihadapi (phasing out).

b. Kepentingan langsung bagi masyarakat dan lembaga.

c. Bantuan dimaksud dapat menumbuhkan peran serta masyarakat atau menjadi
inisiatif peran serta masyarakat.

d. Bantuan Pendidikan diberikan kepada pendidikan Negeri dan Swasta
(TK,SD,SLTP,SMU/SMK)

e. Bantuan yang bersifat fisik agar dioptimalkan penggunaannya hanya untuk
pembangunan fisik, sedangkan biaya persiapan, perencanaan pengawasan dan
paj ak menj adi tanggungj avr.ab penerima bantuan.

f. Bantuan untuk pembangunan gedung dilaksanakan diatas lahan milik sendiri,
yang dituiukan dengan lampiran sertifikat tanah.

g. Sinergisitas dengan Visi, Misi Bupati periode 2006 - 2011 serta tidak bersifat
mengambil alih tanggungjawab (take over of responsiJhility).

h. Belum menerima bantuan dari dinas/Instansi lain/sumber lain dan tidak dalam
merencanakan memperoleh bantuan serupa pada tahun beqalan.

i. Menunjang program prioritas nasional.

Pasal6

Prosedur Permohonan dan Pencairan Belanja Sosial :

a. Belanja bantuan yang bersitat non fisik yaitu.

1) SKPD perencana bantuan menyusun jad'*.al kegiatan penyaluran dana dan
memberitahukan kepada penerima mengeriai kelengkapan persyaratan
pencairan dana;

2) Penerima mengajukan permohonar pencairan dana kepada Bupati yang
diketahui oleh Kepala Desa,/Kepala Kelurahan, Camat, Kepala Bagian
Sosial dan Unit Kerja SKPD terkait dilampiri :

a. Proposal beserta kelengkapan administrasinya;

b. Rencanapenggunaanbantuan;

c. Kwitansi bermaterai cukup;

d. Foto copy buku rekening bank pada PT. Bank Jambi atas nama
penerima Bantuan;

e. Foto copy Kartu Penduduk penerima bantuan;

f. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa bantuan yang akan diterima
dipergunakan untuk keperluan sesuai dengan pangajuan rencana
penggunaan, bermeterai Rp. 6000,- (Enam ribu rupiah); dan

g. Kelengkapan Administrasi lainnya.

3) Kepala SKPKD penyedia anggamn memerintahkan Bendahara Pengeluaran
membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), Pejabat
Penatausahaan Keuangan (PPK), meneliti kelengkapan, persyaratan
administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah dinyatakan
lengkap, bam diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk mendapat
persetujuan.
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SPP-LS treserta kelengkapan administrasi setelah diteliti oleh PPK sesuai

dengan ketentuan yang berlaku dibuat SPM diajukan kepada Pengguna

Anggaran untuk ditandatangani.

SPP-LS lembar ketiga dan SPM yang sudah ditandatangani oleh Pengguna

Anggaran dikirim kepada Kuasa BUD (Bidang Belanj a pada DPPKAD)
untuk diterbitkan SP2D.

Kaasa BUD/Bank Jambi Cabang Surolangar mentransf'er dana dari
rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima Bantuan.

Setiap pencairan rekening penerima bantuan harus diketahui kepala
desa/kepala kelurahan, camat yang bersangkutan. Kepala desa /kepala
kelurahan. camat ikut bertanggungjawab atas penyampaian bantuan kepada

masing-masing yang berhak.

Fenerirna Bantuan bertanggungjawab penuh terhailap pelaksanaan bantuan
keuangan baik administrasi dan keuangan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Penerima Bantuan berkewajiban menyampaikan laporan per:tanggung
jawaban atas penggunaan dana bantuan tersebut kepada Bupati dengan

tembusan kepada DPPKAD, Inspektorat setelah kegiatan dilaksanakan
sesuai dengan rencana.

Kepala Desa/ Kelurahan, camat, Kepala Bagian Sosial dan unit kerja SKPD
serta SKPD terkait mengadakan monitoring dan evaluasi tentang
pelaksanaan bantuan Keuangan.

11) Dalam hal belanja bantuan sosial yang bersifui umum dalam proses

pencairan, proposal penerima bantuan diajukan kepada Bupati/Wakii
Bupati untuk mendapat persetuj uan.

Pasal T

b. Beianja Rantuan yang bersitat fisik

1) Penerima Bantuan mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati
yang diketahui oleh Kepaia Desa/ Kepala Kclurahan. Cannat, Kepala
Bagian sosial serta Kepaia unit Kerja SKPD terkait dilampiri :

Proposal beserta kelengkapan administra-sin,va (te-mrasuk RAB elan

Gambar) yang diketahui Dinas Pekerjaan umum;

Rencana penggunaan bantuan ;

Kwitansi bermaterai cukup;

Foto Copy buku rekening bank PT. Bank Jambi atas narna penerina
Bantuan;

Foto Copy Kartu Penduduk penerima bantuan;

Surat Penyataan yang menyatakan bahwa bantuan yang akan diterima
dipergunakan untuk keperluan sesuai dengan pangajuan rencana
penggunaarr, bermaterai Rp. 6000,- (Enam ribu rupiah ).

Kelengkapan administrasi lainnya;

4)

5)

6)

7)

8)

e)

10)

a.

b.

c

d.

f.

()
b.
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Kepala SKPKD penyedia anggaran rnemerinta}kan Bendahara Pengeluaran

membuat Surat Permintaan Fembayaran Langsung (SPP-LS). Peiabat

Pentausahaan Keuangan (PPK) meneliti kelengkapan, persyaratan
administrasi sesuai dengan ketentuan yang bertaku. Setelah dinyatakan
lengkap baru diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk menciapat

persetujuan.

SPP-LS bcscrta kelengkapan adrninistrasi setelah diteliti oieh PPK sosuai

dengan ketentuan yang berlaku ditruat SPM, diajukan kepada Pengguna

Anggaran untuk ditandatangani.

SPP-LS lembar ketiga dan SPM yang sudah ditandatangani oleh Pengguna

Anggaran dikirim kepada Kuasa BUD (Bidang Belanj a pada DPPKAD)
untuk diterbitkan SP2D.

Penerima bantuan mengambil SP2D (Bidang Belanja pada DPPKAD)
clengan menyerahkan foto copy KTP satu lembar dan foto copy rekening
bank.

SP2D dicairkan ke rekening penerima bantuan yang bersangkutan pada FT.
Bank Jambi Cabang Sarolangun.

Setiap pencairan rekening penerima trantuatr harus diketahui kepala
desa/kepala kelurahan, camat yang bersangkutan. Kepal desa/ kepala
kelurahan dan camat ikut bertanggungiawab atas penyampaian bantuan
kepada masing-masing yang berhak.

Penerima bantuan bertanggungiawab penuh terhadap pelaksanaan bantuan
keuangan, baik administrasi dan keuangan sesuai dengan dana yang
diterima dan surat pertangungjawabannya disampaikan paling lambat
tanggal 10 Januari 2011.

Penerima bantuan berkewajiban menyarnpaikan laporan
pertanggungiarvaban atas penggunaan dana bantuan tersebut kepada Bupati
dengan tembusan kepada DPPKAD, Inspektorat setelah dilaksanakan
sesuai dengan rencana.

10) Kepala Desa/ KepalaKelurahan, camat, kepala bagian sosial dan unit kerja
Kepala SKPD serta SKPD terkait mengadakan monitoring dan evaluasi
tentang pelaksanaan bantuan hibah.

Pasal S

Fencairan dana bantuan kepada perseorangan apabila secara teknis mengalami kesulitan untuk membuka

rekening bank dengan pertimbangan domisili, jumlah bantuan, kondisi sosial ekonomi vang terbatas,

dapat dicairkan melalui rekening bendahara pengeluaran dengan mekanisme SPP-LS (LS Bendahara
Pengeluaran Pos Bantuan).

Pasal 9

Pada saat peraturan ini ditetapkan, semua peraturan Bupati yang berkaitan dengan pengelolaan belanja
bantuan sosial sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap
berlaku.

2)

3)

4)

s)

6)

7\t)

8)

e)
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Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal I Januari z}fi sampai dengan 3l Desemb er 2All.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangm peraturan Bupati irri dengan
penempatannya dalarn B erita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolaagun
padatanggal 16 Februari 2011

BUPATI SAROLAI\IGIIN,

H.CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun
Pada tangga I b Februari 201tr

PE1MBINA UTAMA MUDA
NIP.I9550406 198203 r 003

BERITA DAEMI:I K4BUPAT'EN SAR}LANGUN TAI{UN 2at I NoA,roR...eA

ii.l-*ii_titr nfi ii't fi.fi#[tdi4iitiut*,lq
ii'r..|l;'i;, ij,.,;;

SEKRETARIS DAERAH


